BAB III

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH
SIRRI DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan salah satu peradilan tingkat
pertama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Agama Kraksaan
beralamatkan di J1. Mayjend. Sutoyo No. 69, Kraksaan Kabupaten Probolinggo.'

Berdasarkan kategorinya, Pengadilan Agama Kraksaan termasuk dalam
kategori Pengadilan Agama kelas 1B. Hal ini dilihat dari volume perkara yang
masuk di Pengadilan Agama Kraksaan.

Sesuai Pasal 105 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
disebutkan, “tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja
-kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung”. Untuk itu, Pengadilan Agama Kréksaan mengacu pada Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996.
Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama

Kraksaan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

'Pengadilan Agama Kraksaan, Laporan Tahun 2011, (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)

44



45
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Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat pertama
yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkar-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum
Islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadagah serta ekonomi syariah.? Hal ini
sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemekaran
wilayah Kabupaten Probolinggo jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor:
- KMA/004/SK/II/1991  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama, yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan
meliputi 24 kecamatan, terdiri dari 327 desa atau kelurahan. Kecamatan
tersebut adalah Kecamatan Dringu, Gending, Banyuanyar, Maron, Gading,
Krucil, Tiris, Pakuniran, Besuk, Kotaanyar, Paiton, Kraksaan, Pajarakan,
Krejengan, Tegalsiwalan, Leces, Bantaran, Kuripan, Sumber, Wonomerto,

Sukapura, Sumberasih, Tongas, Lumbang.’

’Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud

Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah,
antara lain meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi
Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah,
Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Syariah dan Bisnis Syariah.

3 Pengadilan Agama Kraksaan, Laporan Tahun 201/
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B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:
032/Pdt.P/2011/PA Krs. tentang Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan
Nikah Sirri Di Bawah Umur

Perkara dispensasi nikah yang diteliti oleh penulis ini terjadi di
Pengadilan Agama Kraksaan. Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Agama
Kraksaan dengan nomor registrasi 032/Pdt.P/2011/PA.Krs. Dispensasi nikah
merupakan Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Kraksaan dalam
bidang perkawinan.

Dalam kasus ini, yang bertindak sebagai Pemohon adalah ayah kandung
dari anak Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dan
berdomisili di Kabupaten Probolinggo. Perkara ini merupakan perkara voluntair,
sehingga hanya ada satu pihak yang berperkara dan kemudian disebut dengan
pemohon.*

Kasus ini bermula ketika anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon
yang sudah lama bertunangan. Antara keluarga anak Pemohon dan calon
menantu Pemohon sudah saling merestui. Diantara keduanya juga tidak ada
hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan, serta tidak ada larangan
untuk melakukan pernikahan. Anak Pemohon juga sudah mempunyai pekerjaan
yaitu sebagai petani. Berdasarkan pertimbangan itulah akhimya mereka

dinikahkan secara sirri. Secara hukum Islam persyaratan pernikahan yang

*Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt.P/201 I/PA.Krs., (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)
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meliputi dua calon pengantin, mas kawin, wali, dan dua orang saksi sudah
terpenuhi.’

Sciring berjalannya waktu, calon menantu Pemohon hamil dengan usia
kchamilan 5 bulan. Pada tanggal 21 April 2011, Pemohon mengajukan
permohonan kehendak nikah antara anak Pemohon dengan calon menantu
Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan
Maron Kabupaten Probolinggo. Dalam prosesi pengajuan kehendak nikah di
KUA Kecamatan Maron tersebut, semua persyaratan-persyaratan baik menurut
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi, kecuali usia anak Pemohon yang masih 17 tahun 7 bulan atau belum
mencapai umur 19 tahun. Belum cukupnya umur anak Pcmohon mcnycbabkan
KUA Kccamatan Maron menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan
oleh Pemohon dan menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama.’

Pada tanggal 04 Mei 2011, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ‘
nikah secara tertulis guna kelengkapan administrasi agar permohonan kehendak

nikah bagi anaknya dapat diterima olech KUA Kecamatan Maron.’

*Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penctapan Perkara Dispensasi Nikahh Nomor:
032/Pdt. P/201 I/PA.Krs.

8 Ibid,

"Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt. Pr201 I/PA.Krs., (Kraksaan: Pengadilan Agama, 2011)
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Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan

Agama Kraksaan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan
anak Pcmohon yang bernama anak Pemohon dengan calon isterinya yang
bernama calon menantu Pemohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang scadil-adilnya.®

Setclah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian

Ketua Pengadilan Agama Kraksaan meneliti tentang kelengkapan persyaratan
formal dalam pcrmohonan tcrscbut. Sccara formal, persyaratan permohonan
sudah cﬁkup. Pada tanggal 05 Mei 2011 Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut. Adapun majelis
hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah nomor
032/Pdt.P/2011/PA Krs adalah:

. Drs. Wahyudi, SH., MH. sebagai Ketua Majelis;

2. Drs. Muchammadun sebagai Hakim Anggota;

3. Drs. Romelan, MH. sebagai Hakim Anggota.’

*Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan  Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt. P/201 I/PA.Krs.

"Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt. P/2011/PA.Krs.
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Sesuai dengan pasal 11 ayat 3 Undang-undang No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 96-97 Undang-undang No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama Hakim, dijelaskan bahwa “dalam memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang
yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera”. Ketua Pengadilan Agama
Kraksaan dalam penetapan majelis hakim tidak menunjuk seorang panitera.
Dalam hal ini, Bapak Wahyudi selaku Ketua Majelis Hakim menunjuk Dra.
Haerani sebagai panitera pengganti yang membantu majelis hakim dalam sidang
perkara dispensasi nikah No. 032/Pdt.P/2011/PA Krs.

Ketua majelis sidang kemudian menetapkan hari sidang pertama. Dalam
hal ini, penetapan hari sidang dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2011 yang
menyatakan bahwa persidangan perkara No. 032/Pdt.P/2011/PA.Krs
dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011. Pada tanggal 10 Mei 2011, Amsaliya
Khurun Ainun, A.Md., yang ditunjuk sebagai juru sita pengganti memanggil
Pemohon dengan memberikan surat panggilan sidang untuk hadir pada
persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011.'°

Pada tanggal 23 Mei 2011 persidangan dilaksanakan. Dalam persidangan
tersebut, majelis hakim melakukan upaya perdamaian dengan menaschati
Pemohon agar menunggu anaknya sampai berumur 19 tahun, sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan mempertimbangkan

"“Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt. P/2011/PA.Krs.
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kembali niat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur
serta tidak meneruskan permohonannya. Namun Pemohon tetap pada
pendiriannya. Karena dirasa perkawinan anak Pemohon sudah sangat mendesak,
maka Pemohon menolak anjuran majelis hakim untuk mencabut
permohonannya. Sehingga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim
tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya."'

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dengan
menasehati agar Pemohon sanggup menunggu anaknya sampai berumur 19
tahun dan mencabut permohonan yang telah diajukan, rupanya tidak
membuahkan hasil. Selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tentang
adanya penolakan kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Maron atas permohonan kehendak nikah yang telah diajukan
bagi anaknya Anak Pemohon karena belum cukup umur padahal antara anak
Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan nikah sirri. Ketika Pemohon
membaca kembali permohonannya, pemohon menambahkan keterangan bahwa
pernikahan sirri yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon isterinya yang
bernama calon menantu Pemohon. Wali dari pihak calon pengantin perempuan
diwakilkan oleh Kiai setempat. Tambahan keterangan selanjutnya adalah alasan
utama Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu

Pemohon secara sah menurut hukum positif di Indonesia agar tidak kesulitan

"Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt. P201 1/PA.Krs.
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untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta
kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon menantu Pemohon.'?

Pada tahap pemeriksaan, majelis hakim hanya mendengarkan keterangan
berupa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah. Pemohon
memberikan keterangan bahwa anak Pemohon sudah akil baliq. Antara anak
Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan
secara agama Islam. Baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri
Pemohon sudah saling merestui. Bahkan anak Pemohon sudah mempunyai
pekerjaan yaitu sebagai petani dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi
seorang suami atau kepala rumah tangga yang baik, begitu juga calon istrinya
telah siap untuk menjadi seorang istri yang baik. Alasan utama Pemohon untuk
mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya adalah agar tidak kesulitan untuk
mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran

bagi anak yang akan dilahirkan oleh calon menantu Pemohon kelak."

"’Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Berita Acara Persidangan Perkara Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt.P/201 1/PA.Krs.

“Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt. P/201 1/PA.Krs.
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C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan
dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt.P/2011/PA Krs.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis
Hakim kemudian menyampaikan pertimbangan hukum dalam menetapkan
perkara terscbut bahwa latar belakang keinginan Pemohon untuk menikahkan
anaknya di bawah umur adalah karena antara anak Pemohon dan calon istrinya
sudah lama bertunangan, dan keduanya sudah menikah secara sirri. Adapun wali
dari pihak calon mempelai perempuan diwakilkan kepada Kiai setempat. Dalam
prosesi akad nikah yang mereka lakukan telah terpenuhi semua persyaratan
pernikahnnya.'*

Meskipun sudah menikah secara sirri, Pemohon bermaksud menikahkan
anaknya beserta calon istrinya di depan Pegawai Pencatat Nikah akan tetapi
ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur. Alasan Pemohon untuk
segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya adalah agar tidak kesulitan
untuk mendapatkan akta nikah dan tidak kesulitan untuk mendapatkan akta
kelahiran bagi anak yang akan dilahirkan calon menantu Pemohon."’

Majclis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa

kekhawatiran Pemohon apabila tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan

14Pcngadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt. P/2011/PA.Krs.

'3 1bid.
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calon istrinya akan kesulitan untuk mendapatkan akta nikah maupun akta
kelahiran anak tidak cukup beralasan. Menurut majelis hakim, apabila
pernikahan yang dilakukan secara sirri tersebut dilaksanakan sesuai dengan
syarat dan rukun pernikahan dan keduanya (anak Pemohon dan calon istrinya)
tidak ada halangan secara syar’i untuk menikah, maka pernikahan tersebut telah
sah dan tidak perlu mengadakan akad nikah yang baru. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan
dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.'®

“Ada beberapa alasan yang bisa mendukung diterimanya permohonan
dispensasi nikah. Diantaranya adalah ketika perkawinan yang kelak
dilangsungkan oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan berdampak
maslahat. Jadi pertimbangan majelis hakim sangat menentukan dalam hal
diterima atau ditolaknya dispensasi nikah”, ungkap Bapak Wahyudi selaku
Ketua Majelis Hakim.'”

Adapun alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonan
dan di depan sidang tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut lebih pas

digunakan dalam pengajuan isbat nikah. Kekhawatiran tentang susahnya

'(’Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt.P/2011/PA.Krs.

I7Wahyudi, Wawancara, Kraksaan, 03 Juli 2012
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mendapatkan surat nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak tidak tepat bila
digunakan untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah.'®

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk mendapatkan legalitas
berupa akta nikah dengan mengajukan dispensasi nikah adalah salah. Dispensasi
nikah bisa diterima apabila alasan-alasan yang digunakan oleh pemohon
mempunyai indikasi bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh
anaknya adalah untuk mencegah hal-hal mungkar.'®

Pertimbangan lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah praduga
apabila dispensasi nikah dijatuhkan, maka akan berdampak tidak baik bagi calon
mempelai. Hal ini disebabkan karena calon istri mempelai sudah hamil 5 bulan.
Ketika anak mereka lahir, dapat dianggap anak yang lahir diluar nikah secara
hukum. Karena anak mereka lahir di bawah 6 bulandari usia perkawipan yang
calon mempelai laksanakan.

Majelis hakim menggunakan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi
Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara ini. Adapun isi dari
peraturan ini adalah “isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang

"“Wahyudi, Wawancara, Kraksaan, 03 Juli 2012
 Ibid.
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dilakukan olch mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974”.%°

Perkawinan yang dilakukan oleh anak Pemohon merupakan perkawinan
yang sah menurut agama Islam. Dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi
syarat dan rukun sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan agama Islam,
antara lain calon pengantin (calon suami dan calon istri), wali, dua orang saksi,
dan mahar. Antara calon suami dan calon istri juga tidak ada hubungan sedarah
maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. Oleh
karena itu, meskipun masih di bawah umur, antara anak Pemohon dengan calon
menantu Pemohon bisa melakukan isbat nikah sebagaimana ketentuan yang
tertuang dalam pasal 7 angka (3) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam.?'

Berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis
hakim berpendapat bahwa anak pemohon dan calon istrinya akan mendapatkan
akta nikah sctelah mengajukan permohonan isbat nikah, dan pencantuman
wavktu pernikahan dalam akta nikah tersebut berlaku surut yaitu sesuai dengan
hari dan tanggal pernikahan sirri tersebut dilaksanakan. Jadi tidak perlu

mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan akta nikah.??

Ypengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penctapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt. P/201 1/PA.Krs.

*'Wahyudi, Wawancara, Kraksaan, 03 Juli 2012

22Pengadilan Agama Kraksaan, Berkas Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor:
032/Pdt.P/201 1/PA.Krs.
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Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dispensasi nikah hanya hak
bagi orang yang belum melakukan perkawinan. Bagi orang yang sudah
melakukan perkawinan meskipun masih di bawah umur, maka permohonan yang

tepat adalah dengan mengajukan isbat nikah.?

BWahyudi, Wawancara, Kraksaan, 22 Juni 2011



